


2. Keputusah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a.” Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
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b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1378;
C. Nomor 0222b/0/1380 tanggal 11 September 1980;
d ‘d. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
§ e. Nomor 013/P/1985 tanggal 12 Janhuari 1985;
§ f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
fi g. Nomor 064/0/1987- tanggal 16 Januari 1987.
4
% Memperhatikan: Surat PRersetujuan Menhteri Negara Pendayagunaan
é Aparatur’ Negara Nomor B-468/1/91 tanggal 27 Mei
d 1991

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
dan Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri
sarta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah
memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA
Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia
sebagaimana tercantum da1am Lampiran 1II11
Keputusan ini. :
Kedua ¢ Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasn
‘ dan tatd kerja serta struktur organisasi SLTP dan
SLTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum
Pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam
Keputusan Menteri Pend%dikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1378 No., 0370/0/1978;
b. tahggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978,
% Ketiga " : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah
‘ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi
untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi
sekolah yang berada di wilayahnya.
Keempat : "Biaya untuk, keperluan peTaksanaan-Keputusan ini

bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata
anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran III
Keputusan ini dan mata angéaran yang relevan.
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Selretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dah Kebudayaan,

‘Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan,

5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspéktur dan Perum dalam lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, '

) 8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di

@ ; Propinsi,

9. Semua Gubermur Kepala Daerah Tingkat I di Propmsi

10. Badan Adnunistrasi Kepegawalan ‘Negara,

11. Badan Pemeriksa Keuangan,

; 12, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,

i 13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,

i 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan:seperlunya.
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_ Salinan sesual dengan aslinya

= ~ A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

v ' Perundang-undangan Departemen Pendldikan dan
e Kebudayaan,







